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PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANCG

SUSUNAN ORGAN{SASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

Menimbang

Mengingat

.+ TEKNIS DAERAH

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (2) dan Pasal 128
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang Perangkat Daerah antara lain adalah Lembaga Teknis
Daerah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  dengan
memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada
Peraturan ,Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 dan Peraturan
Menteri Dalam Nc—igeri Nomor 57 Tahun 2007:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daecrah. -

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4114,

2 Undang.. ...
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2.

Undang~Undang Nomor 10 Tahun 2064 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang*Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4437)  scbagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan . Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentaiig Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548); -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dacerah;

Dengan... ...
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[engan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU *
dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Ls

MEMUTUSKAN :
Menetapkan  © PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG

SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH. '

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubukiinggau.

]

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

fd

4. Seckretaris  Daerah  adalah  Sekretaris  Daerah  Kota
Lubuklinggau.

5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis [Daerah Kota
Lubuklinggau yang terdiri dari Badan atau Kantor.

6. Pemerintah. ...
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinst adalah Pemerintah Provinst Sumatera
Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Badan vang selanjutnva disingkat
UPTB adalah unsur pelaksana operasional dilingkungan
Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional.

Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
tugas yang sesual dengan profesinya dalam rangka
mendukung tugas Pemerintahan Daerah,

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Susunan Organisasi Tata
Kerja Lembaga Tcknis Daerah Kota Lubuklinggau, vang terdiri
dari :

a.

b.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; -
Badan Kepegawaian Daerah;, .
Badan Pendidikan dan Pelatihan;
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Keiurzihan;
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; -
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
Kantor Lingkungan Hidup; «
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

L
Kantor Pelayanan Perizinan; .

Kantor Penanaman Modal: dan

S Kantor......
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k. Kantor Ketahanan Pangan.

BAD III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas
Walikota yang dipimpin oleh secorang Kepala Badan atau Kantor
vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
melalul Sekretaris Daerah., :

BAB IV
TUGAS POKOK , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
L

. Pasal 4

(1} Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunvai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang perencanaan pembangunan dacrah dan melaksanakan
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai

fungsi :
a. perumusan kebijakan tekms perencanaan;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;:

c Pembinaan.. oo
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¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan dacrah;-dan '

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota scsuar
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
terdiri dari -

a. Kepala Badan;

L
b.  Seksetariat membawahkan :

1. "Sub Bagian Unun.
2. Sub Bagian Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan;

¢. Bidang Statistik dan Pelaporan. membawahkan :
1. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan Data dan
Pelaporan; dan
2. Sub Bidang Monitoring dan evaluasi, Statistik dan
Dokumentasi.
d. Bidang Ekonomi membawahkan :

1. Sub Bidang Perdagangan, industri ddn Pengolahan
Pasar; dan
2. Sub Bidang Pertanian.

e. Bidang Sosial Budaya membawahkan :

L, Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Budaya; dan
2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial .

f Bidang Fisik, Prasarana dan  Lingkungan Hidup
membawahkan :

1. Sub Bidang Fisik dan Prasaranan; dan
2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

g.  Kelompok Jabatan fungsional.

(4} Bugan... ... ...
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(4) Bagan Struktur Organisast Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada
lampiran | yang merupakan bagian tidak t(crpisahkan dari
Peraturan Daerah int.

ey

2

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 5

Badan Kepegawaian Daerah mempunyal tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kepegawaign dan melaksanakan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinst.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Badan Kepegawaian, mempunyai fungsi :

.

b.

o

perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian; '

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

penyusupan  pedoman dan  pelaksanaan di  bidang
kepegawaian;

pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan
(UPTB) dalam lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

(3) Susunan..........



(3) Susunan Organisasi Badan Kepegawatan Daerah terdiri dari :

b.

Le]

Kepala Badan;

Sckretariat, membawahkan :
L. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

Sub Bagian Program dan Administrasi Pengolahan
Sistem Informasi Kepegawaian.

el

Bidang Pembinaan Pegawai, membawahi :
. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan

2. Sub Bidang Pengembangan Pcgawal.

Bidang Pengangkatan dan Pemindahan, membawahi :

1. Sub Bidang Pengangkatan Pegawai; dan

2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan
Pensiun,

Bidang Kepangkatan dan Penggajian. membawahkan :

1. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai; dan

2. Sub Bidang Penentapan Gaji dan Kesejahteraaﬁ

Pegawal, :
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

{4} Bagcm ...........
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9.
(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada lampiran i yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pendidikan Dan Pelatihan
Pasal 6

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pendidikan dan Pelatthan dan melaksanakan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Provinsi.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
-ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai fungsi : -

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan
Pelatihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan
dan Pelatihan;

o

d. penyusunan pedoman dan pelaksanaan di  bidang
Pendidikan dan Pelatihan: '

pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan
(UPTB) dalam Iingkup tugasnya; dan

T

J pelaksancan.... ...
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri
dari : '

a.

b.

I

-Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan ;

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

L]

Sub Bagian Perpustakaan dan Inlormasi .

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional,
membawahi

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Fungsional. o

Bidang  Pendidikan dan  Pelatihan  Kepemimpinan,
membawahi :

. Sub Bidang Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan; dan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan,

Bidang  Pendidikan dan  Pelatihan  Pemerintahan,
merhbawahkan :

l. Sub Bidang Pendidikan dan Pclatihan teknis; dan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dan
pembangunan.,

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan

Kelomp&;k Jabatan Fungsional.

(4) Bagan..............
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(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan
sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada lampiran I
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Daerah
ini. -

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kelurahan

Pasal 7

(1} Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
mempunyal tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di  bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
aval (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kelurahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan tcknis di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan kelurahan;
' .
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintabian
daecrah di  bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan kelurahan;

L]

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan kelurahan;

d. pelaksanaan pengembangan usaha ckonomi masyarakat;

e pelaksana.........
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e. pelaksanaan fasilitasi dan motivasi pemanfaatan sumber
days alam dan penerapan teknologi tepat guna;

f. pelaksanaan pengembangan pembangunan kelurahan;

g. pengendalian  dan  pembinaan UPTB dalam lingkup
tugasnya,

h. pelaksanaan tugas lain vang diberikan Walikota sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kelurahan terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum; dan

2. Sub Bagian Keuangan.
»

¢. Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan membawahkan :

1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan; dan

2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan
Keluarga, Anak dan Remaja. *

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
membawahkan :

I. Sub Bidang Bantuan Pernbangunan dan Prasarana; dan
2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
e. Bidang Pemerintahan Kelurahan membawahkan :

I. Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Kelurahan;
dan - _

2. Sub Bidang Aparatur, Pendapatan dan Kekayaan
Kelurahan.
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f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTE); dan -

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemérintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3)
tercantum: pada dmpiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Bagian Kelima

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

(1)

(2)

Pasal 8

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyal  tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan
pemberdayaan  perempuan  serta  melaksanakan  tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau
Pemermtah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Pereropuan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebyjakan teknis di bidang keluarga berencana
dan pemberdayaan perempuan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan
pcrempuart;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kcluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan;

d. pelaksana......

-14-
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pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/
lembaga terkait dalam rangka keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan;

pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang
keluarga berencana;

pengendalian dan  pembinaan UPTB  dalam lingkup
tugasnya; dan

pelaksanaan tugas lain vang diberikan Walikota sesuai lugas
pokok dan fungsinya.

Susunan  Organisasi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

a,

b.

Kepala Badan;

Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawa.ian; dan

2. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan

Penggerakan masyarakat membawahkan -

1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;
dan

2. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat.

Bidang Data dan informasi, membawahkan -

I. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data; dan

2. Sub Bidang Evaluasi program dan Penyebarluasan
Informasi.

Bidang Peningkatan Peran Perempuan membawahkan :

1o Sub.. ...
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1. Sub Bidang Sumber Daya dan Kemandirian; dan
2. Sub Bidang Bantuan/Perlindungan Perempuan.

f. Bidang  Peningkatan  Peran Serta Masyarakat
membawahkan:

1. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pemberdayaan;
dan '

2. Sub Bidang Peran Serta masyarakat.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB ); dan
¢.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi  Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (3)
tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dart Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas
pembantuan  vang dibetikan oleh Pomerintah  dan/atau

Pemerintah Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat mempunyai [ungsi :

a. perumusan Kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat;

b. penyusunon. ...
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pelaksanaan kebijakan ketahanan bangsa, demokratisasi dan
wawasan kebangsaan;

penyusunan pedoman dan pelaksanaan kesiapan terhadap
Ancanian bcncana;

pelaksanaan upaya penyelamatan dari bencana dan
rehabilitasi akibat bencana;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

le]

[

Kepala Kantor ;

Sub Bagian Tata Usaha;

Sekst I‘(esatuan Bargsa;

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Parta Politik
Seksi Perlidungan Masyarakat; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat |1
tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian...............
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Bagian Ketujuh

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 10

(1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai  tugas pokok
melaksanakan penvusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang lingkungan hidup serta melaksanakan tugas pembantuan
vang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a.

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup

pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
lingkungan hidup;
= =]

pelaksanaan pembinaan operasional di bidang lingkungan
hidup;

. |
perumusan  kebijakan  operasional pencegahan  dan
penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan
pemulihan kualitas lingkungan; :

melak3anakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan
kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

pelaksanaan  pembinaan  teknis  pencegahan  dan
penanggulangan  pencemaran, kerusakan lingkungan dan
pemulihan kualitas lingkungan; dan .
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

(3} Susunan Orgamisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

d.

Kepala Kantor,
B Sub........
S17-
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b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan:
d, Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;

e, Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan; dan

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur  Organisasi Kantor Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
nl. : ’

Bagian Kedelapan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 11

(1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi serta
melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemcrintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
mempunvai fungsi : '

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip
dan dokumentasi;

b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

¢. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perpustakaan,
arsip dan dokumentasi;

d. Penyelenggaraan........ .

-19.



=

(3)

{4)

. .

" WALIKOTA LUBUKLINGGAU

d. penyelenggaraan upaya peningkatan dan pengembangan
minat baca masyarakat;

¢ penyelenggaraan pengadaan, pengolahan dan layanan®
perpustakaan umum;

f.  penyelenggaraan akuisisi, pengolahan dan layanan arsip
dan dokumentasi;

g. penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan pelestarian
kolcksi bahan pustaka, arsip dan dokumentasi; dan

h. glaksanaan tueas lain vang diberikan Walikota sesuai tugas
o E =
pOkOk dan fllI'lgSIIl}"ﬂ.

Susunan  Organisasi  Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi, terdiri dari

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan;

2

d. Sekst Pengadaan, Pembinaan Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi;

¢. Seksi Akuisisi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi  Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada
lampiran VIIT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian............



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
Bagian Kesembilan

Kanter Pelayanan Perizinan

Pasal 12

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyal  tugas pokok
memberikan pelayanan perizinan secara terpadu sesual dengan
kewenangannya.

] (2)
‘\__'.
N
(3)
~

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

a.

b.

Su
.

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan;

pemberian pelayanan perizinan sesual dengan

‘kewenangannya,

pelaksanaan wvalidasi, legalisasi, dan otorisasi pelayanan

perizinan sesual dengan kewenangannya;

penanganan  pengaduan masyarakat  berkaitan dengan
pelayanan publik;

pengembangan sistem pelayanan publik; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesual tugas
pokok dan fungsinya., -

sunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan, terdiri dari :

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan;

Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan;
Sekst Pemrosesan: dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

*

.t () Bagon ...
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Bagan Struktur  Organisasi  Kantor Pelayanan Perizinan
sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada lampiran IX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
1ni.

Bagian Kesepuluh

Kantor Penpanaman Modal
Pasal 13

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penanaman modal serta melaksanakan tugas
pembantuan  vang diberikan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Provinsi. '

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada
avat (1), Kantor Penanaman Modal, mempunyai {ungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

b. penyusunan rencana dan program skala prioritas, strategi
dan prioritas penanaman modal dan investasi lainnya;
L

c. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
penanaman modal,

d. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang penanaman
modal;

e, pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan
penanaman modal dan investasi; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesual tugas
dan fungsinya. : :

(3) Susunan..........



(3) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal, terdiri dart :

(4)

(1)

(2)

a. Kepald Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

¢. Seksi Informasi dan Promosi Investasi;

d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan [nvestasi;
c. Sek§i Administrasi Penanaman Modal; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur  Organisasi Kantor Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud ayat {3) tercantum pada lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Sebelas

Kantor Ketahanan Pangan
. Pasal 14
Kantor Ketahanana Pangan mempunyal tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanakan kebijakan daersh
dibidang ketahanan pangan serta melaksanakan tugas

pembantuan  vanag diberikan  oleh pemerintah  dan/atau
pemerintaly Provindi.

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud
avat (1), Kantor Ketahanan Pangan :

a. Perumusan kebijakan tcknis dibidang ketahanan pangan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibidang kebersihan dan pertamanan;

¢ Pelayanan. ...
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¢. Pelayanan Penyelengaraan Pemerintah Daerah dibidang
ketahanan pangan;

d. Pelakasanan pembinaan operasional dibidang ketahanan
pangan;

e. Pelasanan tugas lain yang diberikan Walikola sesuai tugas
- dan fungsinya.

(3) Sususnan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:

4

a. Kepata Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha

¢. Seksi Ketersediaan dan Distribust Pangan;
d. Seksi Penganekaragaman Pangan:
e. Sekst Pengenddlian Pangan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi  Kantor Ketahanan Pangan |
scbagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada lampiran XI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
int.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Badan / Kantor dibina dan bertanggungjawab langsung
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif
Badan / Kantor d]bma dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.

(33 Dalam, ...
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(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan / Kantor wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dengan unsur-unsur dalam lingkungannya, dan / atau instansi /
lembaga lain vang terkait.

(4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor
melaksanakan koordinasi pengawasan melekat .

(5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor
bertanggungjawab  serta  memberikan  bimbingan, pedoman dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(6) Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi di lingkungan
Badan / Kantor wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan
petunjuk atasan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.

BAB VI
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi
masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Walikota sesual
dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 17

Pada setiap Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Badan dengan Peraturan Walikota sesuai kebutuhan,

BAB VHE.crvviinns
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BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Pada setiap Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan
fungsional tertentu sesuai depgan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 19
Susunan  kepegawalan  jenjang  kepangkatan dan  jabatan
pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan
kegiatan Lembaga Teknis Daerah, dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenal pelaksanaannya.

Pasal 21

Pada saat Perafuran Dacrah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 03 Ser1 D ;

b, Peraturan... ...

26~
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Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Dacrah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2003 Nomor 05 Seri D );

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2003
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2003 Nomor 16 Seri D );

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 19 Tahun 2003
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran

Daerah Kdta Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 18 Seri D );

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 22 Tahun 2003
tentang Pembentukan Organisasi dan Tate Kerja Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah (Lembaran Daerah Kota
Lubuklnggau Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2005
tentang  Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendidikan dan  Pelatthan  (Lembaran  Daerah  Kota
Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 06 Seri D );

Peraturan Daeralh Kota Lubuklinggau -Nomor § Tahun 2006
tentang' Susunan Organisasi dan Tata -Kerja Badan
Pemberdayaan  Masyarakat  (Lembaran  Daerah  Kota
Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 03 Seri D );

i Peragluratl oooooeiiieinnnnns



h.  Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomeor 11 Tahun 2006
tentang ~ Susunan Organisasi dan Tata Kera Kantor
Pengendalian Lingkungan Hidup {(Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 06 Seri D );

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan ‘penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Lubuklinggau.
L]

Ditetapkan di Lubuklinggau
ggal 2G Juny 2@

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 JuN 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

KO INTAM SENTOSA

B
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 3
TANGGAL

2 JUN

TAHUN 2008

2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN,

’ SEKRETARIAT
| |
KELOMPOK
JABATAN ' SUB BAGIAN SUBBAG SUBBAG
FUNGSIONAL : UMEUM PROGRAM KEUANGAN
BIDAMNG BIDANG
STATISTIK DAN BIDAN BIDANG FISIK, PRASARANA
PELAPORAN EKONOMI SOSIAL BUDIAYA DAN LINGK, HIDUP
SLIB BIN, SUB RID :
PENGUMPHULAN, PERDAGANGAN, SUB BID SUB BID -
| PENGOLAHAN DATA INDUSTREDAN PENDIDIKAN, FISIK DAN
DAN PELAPORAN PENGOLAHAN PASAR PARIWISATADAN PRASARANA ]
BUDAYA
SUB BID
SUB BID. e
—  MONEV, STATISTIK, SUR BID o JUB BID PENATAAN
DAN POKUMENTASL PERTANIAN KESEHATAN DAN RUANG DAN |
AR ’ KESEIAHTERAAN SOSIAL - EINGKUNGAN
TEHDLUE




LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
. NOMOR : 3 TAHUN 2008
© TANGGAL @ 26 JuNI 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
| I
KELOMPOK ' 5UB BAGIAN
JABALAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN
FUNGSIONAL ADMINISTRAS!
SUB BAGIAN UMUM KEUANGAN PENGOLAHAN
SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBINAAN PEGAWA! PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN DAN
PEMINDAHAN PENGGAJIAN
| 0 i : |
Sub Bidang SubBidang
|| Hukum dan Perundang- - —|  Pengangkatan Pegawal - Sub Bidang
undangan Kepangkatan Pegawai
SubBidang Sub Bidang Sub Bidang
L Pengembangan Pegawai 1 Pemindahan, pemberthentian — Penempatan Gaji dan
. dan penempatan pensiun Kesejahteraan Pegawai




LAMPIRAN (Il : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR
TANGGAL

© 3 TAHUN 2008
© 20 Ui 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
_ [ |
KELCMPOK SUB BAGIAN
JABATAN SUR BAGIAN UMUM 5UB BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN
FUNGSIONAL KEUANGAN INFORMASI
BIDANG BIDANG BIDANG
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DIKLAT KEPEMIMPINAN DIKLAT PEMERINTAHAN
] AR |
_— Sub Bidang
Sub Bidang u .
| Dikiat Fungsional B Kemilraan Diktat | Sub Bidang
Dikdat Teknis
_ SubBidang Sub Bidang Sub Bidang
—  Diklat Jabatan fungsional — Dikdat Kepemimpinan —  Diklat Pemerintahan dan
Pembangunan
UPTE »
. /
INGGAU,

&y

\E"“‘ﬂ*"y >/
T v ROBUAN

FFENDI



LAMPIRAN 1V : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 3  TAHUN 2008
TANGGAL © 26 JUNi 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
I
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG :
" S0SIAL BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN USAHA PEMERINTAHAN
KETAHANAN ’ EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
1] ' I ]
idan, Sub Bidang Sub Bidang
Lemba Sau'rtzeal'gi;grakatan Bantuan Pembangunan | | Penataan dan Pengembangan
- 9 - dar Prasarana Kelurahan
Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang
Pemberdayaan Perempuan, Usaha Ekonomi Keluarga Aparatur, Pendapalan dan
= Kesejahtgraan Keluarga Anak Bl dan Masyarakal L] Kekayaan Kelurahan
Dan Remaja

UPTB
»




LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 3
TANGGAL:

26 JUNI

TAHUN 2008

2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN

. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
[
: I I
S
' KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN
o P Kt uAn BIDANG PENINGKATAN BIDANG PENINGKATAN
BERENCANA, KELUARGA NG DATA DAN
SEJAHTERA DAN o DTQ‘F%‘;M AS]D PERAN PEREMPUAN PERAN SERTA
. PENGGERAKAN . MASYARAKAT
MASYARAKAT
_ N | ]
1] .
; ) Bidan
Sub Bidang Sub Bidan _ Sub Bidang
; g Sub Bidang Koordinasi dan
= Kel;z:g:raggequﬁ?; :an 1 Pelaporan dan Pengolahan - Sumber Daya dan — Kefjasama
Harga 5ej Data Kemandirian Pemberdayaan
L Penggerakan Masyarakat | L Evaluasi Program dan: .| Bantuan/Perlindungan | Gerta Masyarakat
Penyebarluasan Informdsi Perempuan

UPTB
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| AMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL @ 26 JUN|

2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA KANTOR

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI KESATUAN BANGSA

SEKSI HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA DAN
PARTA{ POLITIK

SEKSI PERLINDUNGAN
MASYARAKAT




LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 3  TAHUN 2008
TANGGAL : 2@ Juml 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN

FUNGSIONAL 1 TATAUSAHA

SEKSI
SEKSI SEKSI
o PEMULIHAN DAN SE 1
N PENINGKATAN KUALITAS PENANGGULANGAN
| DAMPAK LINGKUNGAN
LINGKUNGAN LINGKUNGAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

RIDUAN EFFENDI




LAMPIRAN Vili ; PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL © 2¢ JuN) 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN,

ARSIP DAN DOKUMENTAS!I
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN DAN PENGADAAN, PEMBINAAN AKUISISI PENGELOLAAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASH
PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI _




LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL @ 26 guny 2008

- BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN

TATA USAHA
KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL
¢ SEKSI
SEKS!
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PEMROSESAN

PELAYANAN PEMERIKSAAN




LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL : 2¢ Jun 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL

KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKS «  SEKSI ' SEKS! -
INFORMASI DAN PENGKAJIAN DAN ADMINISTRAS! PENANAMAN
PROMOS| INVESTAS! PENGEMBANGAN MODAL
INVESTASH




LAMPIRAN X1 @ PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL @ 2¢ JUNi 2008

- +

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS!

KANTOR KETAHANAN PANGAN
KEPALA KANTOR
-
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL : .
ca SEKS!
SEKS| SEKSI

KETERSEDIAAN DAN PENGANEKARAGAMAN PENGENDALIAN

DISTRIBUS! PANGAN PANGAN PANGAN




